
 

 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR  28  TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 7 

TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI 

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  SETIAP DESA 

DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2025 

 

        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

      BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian 

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut 

Provinsi/Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam 

Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan 

Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa 

dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

Anggaran 2025. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, 

tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

SALINAN 



Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 

 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 

tahun 2014 tentang Desa; 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

 

  7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

29 Tahun 2025  tentang Penyesuaian Rincian Alokasi 

Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten /Kota 

Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja 

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025.omor 70).2018 Nomor 12). 

 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 
2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN 
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP 

DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 
2025 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah setiap Desa diKabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 

2025, diubah  pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

  Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal  3  Juni  2025 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

                  ttd 

 

   H.SUHARDIMAN AMBY 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal  3  Juni 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

        ttd 

 

FAHDIANSYAH 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 N0M0R : 28 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNIMITRISIA. SH.. MH
Pembin&é Tk
NIP. 200012 2 001


